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KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas
Berkat dan Rahmat dan hidayahNya Kami dapat menyusun Laporan Pelayanan
Informasi Publik Tahun 2024 sebagai pertanggungjawaban PPID Kelurahan Pejaten

Timur dalam memberikan pelayanan infomasi kepada publik pada Tahun 2024.

Sesuai dengan amanat Undang Undang No 14 Tahun 2008 tentang
keterbukaan Informasi Publik diharapkan terwujudnya Pelayanan Publik yang
berkualitas melalui keterbukaan informasi. Layanan informasi publik semakin
diperkuat dengan dibentuknya PP No 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan UU No 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi, Permendagri Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pedoman Pengelolaan PPID Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah, Perki Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik,
Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 175 dan Kepgub Nomor 839 Tahun 2017

tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi DKI Jakarta.

Salah satu upaya memenuhi kewajiban Undang Undang tersebut tentang
keterbukaan informasi publik dan sebagai bentuk laporan kinerja Pejabat Pengelola
Informasi Publik dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2024 di lingkup Kelurahan Pejaten
Timur maka disusun Laporan Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola
Informasi Publik dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2024.

Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan Laporan
Pelayanan Informasi Publik ini, untuk itu kami mengharapkan saran dan masukan
yang membangun guna perbaikan penyusunan laporan dimasa mendatang. Tidak
lupa kami haturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam

penyusunan Laporan Pelayanan Informasi Publik

Laporan Pelayanan Publik Tahun 2024 .
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LAPORAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
C _' PUBLIK F’EJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMERINTAH PROVINSI DKI
e ' JAKARTA TAHUN 2024

A Gambaran umum kebuakan layanan mformasn pubhk
1 1 Kebuakan Umum Layanan Informasi PubEIk

_ . Keterbukaan Informasi Pubhk merupakan salah satu aspek penting demokrasi
* dalam pemenuhan hak individu atas ‘informasi. publzk Keterbukaan -informasi di era
'_.'teknoiogl saat -ini menjadi: sangat strategls dan - relevan dengan kebutuhan

‘masyarakat ‘modern ‘terhadap informasi yang transparan ‘akuntabel, dan dapat
"'-dlpertanggungjawabkan Dalam “hal ini; masyarakat juga ‘dapat - ikut ‘menilai dan

' "'_.mengawas: setlap kebuakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah; baik Pusat maupun

- Dagérah. Hal ini dapat terWUJud seiring dengan implementasi Undang-Undang Nomor

14 Tahun 2008 ‘tentang . Keterbukaan Enform331 Publik - (UU" KIP) yang telah

© mengakomodasi pemenuhan hak dasar bagl masyarakat dalam memperoleh
' -'_1nforma5t publik. : . . :

lmplementasr UU KiP ini sangat berkaltan erat dengan good governance
karena menjadi elemen penting dalam” mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
" mensyaratkan adanya akuntabilitas, trahs'pa'ranSI dan partisipasi masyarakat dalam
. ‘setiap proses terjadtnya kebijakan publik. Dengan demikian, kebebasan memperoleh

- informasi {public access to- mformatlon) merupakan ‘'salah satu prasyarat untuk

. menciptakan pemermtahan yang terbuka (open govemment) serta pemerintah yang
- ber3|h (clean govemment) : . _

o Pemermtah Provms; DKE Jakarta te!ah menetapkan Peraturan Gubernur
e Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi - Publik -dalam rangka
- lamplementaSI uu KIP serta mendukung upaya penlngkatan layanan informasi publik
B dan pelaksanaan keterbukaan informasi publlk di tingkat daerah, dimana peraturan

- tersebut menjadi landasan bagi Pemprov  DKI “Jakarta -untuk mengoptimaikan

pelaksanaan : pelayanan -informasi kepada: masyarakat_ Dalam - konteks layanan
~informasi - publik - oleh ~Pejabat 'P‘ehgeio‘ia “Informasi- dan Dokumentasi (PPID),
~Permerintah Provinsi "DKI . Jakarta ‘sebagai badan - publik  juga terus melakukan
©  penyempurnaan tata Kelola dan teknologi agar dapat memberikan layanan dengan
- cepat dan tepat waktu biaya rlngan serta cara sederhana

} Dengan demzk;an dapat diketahui bersama bahwa Pemerantah Provinsi DKI
Jakarta hingga saat - ini ‘masih ‘terus berkomitmen ~melaksanakan Keterbukaan

N ~Informasi Publik demi-membantu masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan di

~ antaranya penyelenggaraan pemerintahan, -kesehatan, sosial,- maupun ekonomi
- dengan berpedoman pada tata kelola kehidupan baru. -

- LAPORAN PELAYANANBUBLIK2024 = " 1
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. ”1 2 Kebljakan Badan Publlk Terhadap Layanan Informas: Publik

Kebuakan badan publlk di Indonesia diatur oieh Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi- Publik (UU KIP). -UU . ini bertujuan untuk

' ‘menjamin hak masyarakat daiam_ m_en_gakses informasi, mendorong partisipasi publik,
~dan . meningkatkan - akuntabilitas . serta - -_tran'Sparansi ~dalam - penyelenggaraan

pemerintahan. ‘Kebijakan badan publik di Indonesia” melalui UU KIP menciptakan
- “kerangka kerja yang jelas untuk memastikan bahwa informasi publik dikelola dengan
- baik, transparan; dan’ dapat diakses oleh masyarakat. Ini merupakan langkah penting
‘menu;u pemerlntahan yang Ieb:h terbuka dan akuntabel

-Dalam hal: pengelolaan dan pelayanan mforma3| publik ;, ‘Kelurahan Pejaten
) _..Tlmur Kecamatan Pasar . Mmggu Kota Administrasi Jakarta' Selatan berpedoman
kepada Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor e-0040 Tahun
2022 tentang Tim Penyusun ‘Standar OperaSIona[ F’rosedur {SOP) Kota Administrasi
Jakarta Selatan.  Untuk" menyed[akan informasi “yang akurat, ‘benar, ‘dan tidak
" menyesatkan kepada Masyarakat ‘berikut Susunan’ Pe;abat Pengeioia Informasi dan
~Dokumentasi- (PPID) " Ke!urahan Pejaten T;mur Kecamatan Pasar IVIlnggu Kota
~ Administrasi Jakarta Selatan _ g .

.' :SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
' KELURAHAN PEJATEN TIMUR KECAMATAN PASAR MINGGU KOTA
S ADMIN]STRASE JAKARTA SELATAN R

| No | .Jabatan dalam = | Jabatanllnstansu e Keterangan
] PPID’ S U
1 Pengarah S o 'Lurah Pejaten Tlmur NN
2 Pe;abat Pengeiola Sekretarrs Keiurahan R
| Informasidan T
Dokumentasi -

3| Sekretariat .

;Bidahg Panduan dan .- Kaéi.Peme'rintah'an. _
1 Penyelesaian .~ - | Sl
Informasi-Publik -

Bidang Pelayanan ) Kasi. Kesejahteraan Rakyat '
Publik ' '
Bidang Dokumentam Kasi, Ekonom: dan Pembangunan
dan Arsip A B :
| Bidang Pengelola Staf Sekretanat
| Informasi . S _ . -
4 | Informasi Badan . '_ o “ 1 Email
o |Publikooo o | kelurahanpetir@gmait.com
' - | Instagram
@kelurahanpetir
| Whatsapp : 0822-6139-
| 5360
| No.Telp :(021)
| 7806188
| Facebook :
@kelurahanpetir
X . . N

" LAPORAN PELAYANAN PUBLIK 2024 ©
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| @kelurahanpetir
| Tik-tok - :
| @kelurahanpetir

Dengan menerapkan Ia"ﬁgk'éh langkah tersebut, badan publik dapat

o .'menlngkatkan kualitas 1nformaS| yang - disediakan  kepada: masyarakat, sehingga

. “memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan mformasr yang benar dan akurat

o 32 Gambaran umum pelaksanaan Layanan Informa51 Publlk

21 Sarana dan Prasarana Layanan lnforma31 Publlk yang dlmlllkl
‘Beserta kond;s:nya e

_ - Sarana dan prasarana [ayanan lnformaSI pubhk pada Kantor Kelurahan
g "_Pejaten Timur Kecamatan ‘Pasar - Minggu Kota ‘Administrasi - Jakarta Selatan
- merupakan “bagian: _penting dan__ upaya _untuk ‘mementhi hak -masyarakat -dalam
- mengakses informasi. Berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik
. (UU KIP), badan publik diwajibkan ‘'untuk menyediakan sarana dan prasarana yang
memadai agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses ‘informasi yang

| ) '_-dlbutuhkan

.-Komponen Sarana dan Prasarana

B 1. '-'Ruang Layanan lnformaSI Badan publlk harus menyedlakan ruang khusus
- -untuk  melayani permohonar -informasi.” Ruang ini dilengkapi dengan meja
layanan, komputer, dan fasilitas lainnya yang mendukung pelayanan.
2. Media Elektronik: "'Irifc'arrﬁasi"p'u'b'li'k juga harus tersedia secara online melalui
' website resmi badan pubilk sehlngga masyarakat dapat mengakses informasi
- kapan saja." L : _ _
B Fasilitas 'Penkduk'u:n_g:"ﬁTé'rr_ha‘si;t‘k 'me'sinj-fbtokc“)pi; “scanner, -buku registrasi
. permohonan - informasi, -dan - formulir --permohonan - yang ~memudahkan
- masyarakat dalam mengajukan permintaan informasi. -
4. Akse‘sibilita‘é ‘Sarana dan p'rasaréﬁa :h'anS'dlrahCang untuk dapat diakses
- ‘oleh semua’ ‘kalangan, termasuk penyandang disabilitas, dengan menyediakan
o jalur khusus dan fasnatas yang mendukung '

Sarana dan: prasarana !ayanan informasi publtk ada!ah elemen kunci dalam
~“mendukung keterbukaan informasi di ‘Indonesia. Dengan adanya fasilitas yang
 ‘'memadai dan kondisi yang baik, badan publik dapat lebih &fektif dalam memenunhi
-~ hak masyarakat atas akses mformaSI -serta ‘meningkatkan transparansi dan
akuntabilitas pemerintah o

. Sarana dan prasarana [ayanan lnformaSI pubilk yang terus berkembang
--dengan penekanan padaKeterbukaan, transparansi,- dan akuntabilitas. Meskipun

o banyak badan publik telah memenuhi standar yang ditetapkan, tantangan tetap ada

.'_'-_da!am hal penyediaan layanan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan
- masyarakat.: Berikut -data sarana dan prasarana layanan informasi publik pada
- Kelurahan Pejaten Timur sKec_am_atan Pasar Minggu Jakarta Selatan

. LAPORANPELAYANANPUBLIKZ024 3
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DATA SARANA DAN PRASARANA LAYANAN IN FORMASE PUBLIK

'-'No Nama Barang Jumlah Satuan ‘Keterangan
1 - Meja Frontilner 1 Buah Baik
2 Kursi Tamu (Menghadap 4 Buah Baik
meja Frontlmer S
3 [KursiTunggu 3 Unit Baik
4 Me'sir'i__An't.rian_. - 1. - Uﬁit Baik
.5 Lemari ArS|p 1  | Umt Baik
6 |pC 3 Unit. Bak
7 | Printer 2 Unit Baik
8 |AC 3 Unit Baik

AKSESIB!LITAS BAG[ PENYANDANG DISABILITAS DALAM PELAYANAN

 LAPORAN PELAYANAN PUBLIK 2024 -
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c '-2 2 Sumber daya manusia yang menangam Layanan lnformaS| Publik

Beserta Kualifi kasmya

~ Sumber Daya Manu3|a (SDM) yang menanganl Layanan Informasi Publik
-~ memiliki peran- pentlng ‘dalam memberikan -pelayanan informasi yang berkualitas

| kepada masyarakati. Kualitas pelayanan publik sangat tergantung pada SDM yang

berkualitas, - sehingga penyelenggara pelayanan -publik bertanggung jawab untuk
- mengevaiuaa kinerja pelaksana secara berkala

- SDM yang menanganl Layanan lnformas: Pubtlk di kelurahan melibatkan
- 'berbagat pihak dengan kualifikasi yang berbeda; sepertl berikut;

« . Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan: PPID
- Kelurahan' 'bertanggung - jawab  dalam - penyimpanan, - pendokumentasian,
‘penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik . PPID Kelurahan bertanggung
-jawab - mengoordinasikan - penyimpanan - dan . pendokumentasian seluruh
‘Informasi -Publik yang berada di Badan Publik , Lurah dapat menunjuk
Sekretaris ‘Lurah atau Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum atau Pejabat

* Fungsional dan/atau petugas informasi yang membantu PPID.

-+ _Tugas PPID: PPID Kelurahan bertugas ‘mengoordinasikan pengumpulan
~seluruh - Informasi - Publik -~ secara fisikk. PPID - Kelurahan bertugas
'_mengoordlnaS|kan pendataan Informasi Publik ‘yang dikuasai dalam rangka
: _pembuatan dan pemutakh;ran Daﬂar Informa3| Pubilk

- LAPORAN PELAYANAN PUBLIK 2024
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. Keterbatasan SDM Sumber daya ManUSIa di Kelurahan sangat terbatas.

SDM yang terhbat Pelayanan |nformaS| publlk melibatkan ‘sumber daya
manusia yang ada di Kelurahan. Jumlah pegawai di kantor kelurahan terdiri
' '-dan Lurah Sekretaris, Kasi Pemerintahan dan Pembangunan

. -Pemngkatan Kuahtas SDM Penlngkatan kualitas layanan informasi publik

-~ dapat dilakukan dengan pelatihan-pelatihan dan bimbingan - teknis secara
-'_terus menerus agar SDM: pengawal Iayanan mformasn publik dapat terus
- meningkatkan kapas;tasnya - :

' 2 3 Anggaran Layanan informas: Publlk dan Laporan Penggunaanya -

_ .Laporan__-_penggunaan,a_nggaran _iayanan_ informasi publ;k. bertujuan untuk
~“memberikan transparansi dan akuntabilitas datam pengelolaan dana publik. Laporan
~-ini juga menjadi dasar evaluasn untuk menlngkatkan kualitas layanan informasi publik
~dimasa mendatang ' : :

- PPID (Pejabat Pengeiola Informas; dan DokumentaSI) pada Kelurahan Pejaten Timur

o Kecamatan ‘Pasar - M:nggu Kota AdmznlstraSI Jakarta ‘Selatan mengambil berbagai

langkah strategis untuk ~memastikan transparanSI dah “akuntabilitas - dalam
. 'pengelolaan |nformaS| pubilk dlantaranya ' S

1. Pemblnaan

. Melakukan pelat;han dan penmgkatan kapasnﬁas bagl PPID dan
*-petugas -pelayanan informasi terkait prinsip-prinsip “iriformasi publik,
. prosedur permohonan informasi, dan teknik komunikasi yang efekiif.
e _Mehgembangkan:'pén'dUah pelayanan mforma's,i, “yang diwujudkan
o _.'me[a[u; Standar Operasmnat Prosedur (SOP)
2 Pengawasan SRty ' |

Melakukan audlt intemaE terhadap kinerja PPID dan petugas pelayanan
-~ informasi untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur dan standar
pelayanan mformas; publik. :

. .'Menerapkan mekanlsme pe[aporan yang memungklnkan masyarakat
. melaporkan pengalaman atau- masaiah dalam permohonan informasi

- ‘publik: _ _
. Men‘yed;akah'_'_':Sé'ltiran pengadian ._yang" ‘mudah - diakses oleh
. masyarakat . L
3. Evaluasu

. I\/IengevaluaSI kmer;a PPID berdasarkan mdlkator kinerja yang telah
dltetapkan atau tugas pokok dan fungsi.

Melakukan * survei kepuasan masyarakat sebagal objek pelayanan
publzk :

4. Momtormg

« Memantal proses permohonan mformas: untuk memastikan pelayanan
berjalan sesuai prosedur dan transparan.

s Memantau _keters'e'diaan' informasi publik yang wajib diumumkan serta
. pembaruan dan keakuratan informasi secara berkala. -

©LAPORAN PELAYANANPUBLIK2024 .0 6
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5. Peningkatan Aksesibilitas:

» Mengembangkan sistem teknologi informasi untuk memfasilitasi
pengajuan permohonan informasi secara online dan layanan
pengaduan.

6. Transparansi Informasi:

e« Menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses tentang
pelayanan, hak-hak pasien, dan rincian perawatan.

7. Akuntabilitas:

« Bertanggung jawab untuk menanggapi pengaduan publik dan
menyediakan laporan yang transparan tentang kinerja dan penggunaan
anggaran.

Dengan langkah-langkah ini, PPID berperan sebagai garda terdepan dalam
mewujudkan good governance melalui transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi
Masyarakat. Pada Tahun 2024 tidak ada Laporan dan Anggaran Layanan Informasi

3. Rincian Pelayanan Informasi Publik;
3.1 Jumlah Permintaan Informasi Publik

Pelayanan publik merupakan tugas penting pemerintah daerah, dan jika
pelayanan terhambat, hampir semua sektor akan terkena dampaknya , Pemerintah
daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengatur daerahnya sendiri, termasuk
memberikan pelayanan kepada Masyarakat. Pada Kantor Kelruahan Pejaten Timur
Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan Penyelenggaraan pelayanan publik
dilakukan dengan mekanisme pelayanan satu pintu, di mana pemohon datang
langsung ke loket pelayanan.

Beberapa cara yang dapat dilakukan kantor kelurahan dalam mengelola permintaan
informasi pelayanan publik yang tinggi meliputi:

« Penyediaan fasilitas pelayanan publik yang tepat sasaran Kantor
kelurahan dapat menyediakan fasilitas pelayanan publik yang sesuai dengan
kebutuhan masyarakat.

o Pelayanan yang adil dan prima Memberikan pelayanan yang adil kepada
masyarakat dengan pelayanan yang prima dan profesional.

e Informasi alur pelayanan yang jelas Memberikan informasi alur pelayanan
di kantor kelurahan berupa bagan untuk memudahkan masyarakat dalam
pelayanan.

 Peningkatan koordinasi antar pegawai Meningkatkan koordinasi antar
pegawai agar kebutuhan pelayanan dapat terpenuhi.

« Pemanfaatan teknologi Menyediakan pelayanan berbasis internet (online)
untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan dan
memperoleh informasi.

« Standar Operasional Prosedur (SOP)SOP vyang jelas dan terperinci
membantu staf dalam menyelenggarakan pelayanan secara sistematis dan
teratur, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan.

T e P O W T R e P o e G U U s T W e e e T e g e e G e e T T S |
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. 'Kerja sama dengan dmas terkalt Bekerja sama dengan dinas atau lembaga

- terkait dapat membantu’ ke!urahan dalam menyelesa[kan masalah-masalah
o yang ter;adl dalam pelayanan _

- Ketersediaan - anggaran Anggaran 'menjadi fak’cor Cutama  dalam
_' '_menggerakkan pe!ayanan publlk dan men;ngkatkan kualitas - sarana dan
: prasarana R - . . _

. Sistem roilmg pegawal Slstem rollang pegawai dapat membantu staf dalam
. menmgkatkan kompeten3| dan pengetahuan mereka melalw pengalaman
- kerja d| berbagal bldang - :

r Kebuakan : standar pelayanan '. m_i'n'irhja"l Mérh‘bdat'- kebijakan - standar

' .:'_pelayanan mlnlmal

o "'-Berlkut Jumlah Layanan Informasr Pubhk Kelurahan Pejaten Timur Kecamatan

- Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2024 :

Gy
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3 2 Waktu yang d:perlukan dalam memenuhl setlap Perrn:ntaan Informasi
!nformasr Publlk dengan klasﬁ" kasi tertentu

‘Waktu yang dlperlukan da[am memenuh: setlap permohonan Informasi Publik

' _bervarla5| tergantung pada badan publik yang mengelola informasi tersebut , PPID

(Pejabat Pengelola ‘Informasi dan Dokumentasi) akan menganalisis data yang

. diminta dan ‘ketersediaan data, termasuk koordinasi dengan Pejabat PPID pada
 SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang bersangkutan.

‘Dalam pemenuhan permohonan informasi publik, -PPID (Pejabat Pengelola

.'_f-lnforma& dan -Dokumentasi) -“dan  SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)
- berkoordinasi melalul beberapatahapan S -

s Pengumpulan Informasi: PPID mengkoordlnaS|kan dan mengkonsolidasikan
~-pengumpulan bahan"informasi- dan dokumentasi dari PPID Pembantu yang
mel;puti znformaS| yang Wajlb dlsedlakan dan dlumumkan secara -berkala,
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informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi terbuka lainnya yang
diminta pemohon informasi publik.

2. Analisis dan Koordinasi: Saat operator PPID menerima pemberitahuan
tentang permohonan data, mereka akan menganalisis data yang diminta dan
ketersediaan data. Proses ini termasuk koordinasi dengan Pejabat PPID pada
SKPD vyang bersangkutani. PPID melakukan koordinasi dengan PPID
Pembantu dalam memenuhi permohonan informasi.

3. Rapat Koordinasi: PPID mengadakan rapat koordinasi, yang melibatkan
PPID Utama, Kepala bagian, dan pihak terkait, untuk membahas permohonan
informasi5. Rapat koordinasi ini diadakan paling lambat 3 hari kerja setelah
surat permohonan diterima oleh PPID. Hasil keputusan rapat koordinasi
dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat
dan didokumentasikan dengan baik.

4. Penyampaian Informasi: Petugas PPID menyampaikan informasi sesuai
dengan permohonan kepada pemohon informasi. PPID Pembantu/SKPD
berkedudukan di satuan kerja masing-masing dan ditetapkan dengan
keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Koordinasi ini penting untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan akurat dan
sesuai dengan permintaan, serta untuk menentukan apakah informasi tersebut
termasuk dalam kategori yang dikecualikan.

Mekanisme Memperoleh Informasi Publik Setiap penyelenggara pelayanan publik
sesuai dengan masing-masing tugas dan fungsinya harus memiliki standart
pelayanan yang berkaitan dengan prosedur dan waktu sebagai ukuran baku untuk
penyelenggaraan pelayanan publik dan wajib ditaati oleh pemberi dan penerima
pelayanan informasi. Adapun standart pelayanan informasi public sebagai berikut:

3.3 Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik Sebagian atau
seluruhnya

Keterbukaan informasi publik membantu masyarakat memperoleh informasi
yang akurat dan terpercaya, meningkatkan akuntabilitas badan publik, dan
mendorong partisipasi publik dalam pengambilan keputusan. Dengan keterbukaan
informasi, diharapkan mutu pelayanan kepada masyarakat meningkat, kepastian
layanan publik terjamin, dan kepercayaan masyarakat terhadap instansi pelayanan
publik meningkat. Pemohon informasi publik dapat mengajukan permintaan informasi
secara tertulis atau tidak tertulis. Badan publik wajib melayani permintaan informasi
dan memberikan jawaban dalam waktu yang telah ditetapkan

e L Y T g e Y YR S P X s R AT |
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.7 LAPORAN LAYANAN INFORNIAS! PUBLIK

KELURAHAM PEJATEN TIMUR .
) TAHUN 2025 -
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N . . S S . [ | RUMLAH PERMOHORAN | JUMLAH PERMOHONAN YANG
o _;NSLBN : . u‘l:]béljﬂ C c o uu:ﬂm\N YANG DEKABULKAM DITOLAK
ieoniiply | ADAN | KELOWBOK | ecung | sunary m T | R s | T o | cawm
. : ] - B:&R«‘: ) T srmagun | SEURUA | omECUM | Lo Book
. o B8 R : o YA [ ¢ METASH
£ | asiuaR! 6 06 206
2 | peomusml 96 185 . 156
I | MARET 07 T biirg
T APRIL B3 . sz [ .
5 1 paEr 302 - 302 g
.....;... A m 73 B
T R nr . DA e 378
T s 134
o ! seereween | 275 1. 2] 6
10 | oeroBeR 82 2 - 288 84
| 4§ wobEmpER | 364 5 iy 37
1% | DESEMBER Sad % - 5
JUMLAH 2964 5 - .- a7

3 4 Jumlah Permlntaan lnforma3| Publlk yang dltolak beserta alasannya

i A[asan penolakan permohonan ;nformaS| publik - di kelurahan maupun di
" badan publik ‘lain ‘seperti - pengadlian dapat bervanasn Berikut beberapa alasan

' umum penoiakan perrnohonan |nforma3|

!nformaS| Dtkecualtkan Informasi yang dikecuahkan adalah seluruh atau
baglan tertentu  dari - informasi yang ‘tidak - disebutkan secara tegas dalam
. kelompok informasi tertentu. Informasi ‘ini" dianggap sebagai informasi yang

S tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang. Informasi yang apabila
- _.dibuka dan diberikan kepada pemohon dapat menghambat proses penegakan
~ hukum; mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual

- dan perlindungan darl persaingan usaha - tidak ~sehat, membahayakan
~pertahanan dan ‘keamanan - negara, -'mengungkapkan . kekayaan alam

Indonesia, merugikan ketahanan ekonomi -nasional, ‘merugikan kepentingan

- hubungan luar negeri, mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi,
3 _mengungkap rahasia pribadi, atau berupa memorandum vyang dirahasiakan
“yang dapat meruglkan proses penyusunan kebuakan

s Data Diri Kependudukan Apabzla pemohon meminta informasi mengenai data
~ diri kependudukan lengkap sepertl Nama, NIK ‘Alamat, No. Hp.

. ldentltas Tldak Jelas: Pemohon mforrnas: tldak memberikan data identifas
dengan jelas. - :

. "Kepentingan Tidak Jelas Permintaan tnformass untuk kepentingan yang tidak
jelas. :

" Pemohon informasi dapat hi'e‘hgéjtjkan keberatan dalam jangka waktu 30 hari kerja
setelah ditemukannya alasan keberatan

o F’ada Tahun 2024 tldak ada pemohon Iayanan tnforma5| publik yang ditolak
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4 Rlnclan penyelesalan sengketa mformam Pubhk (Jlka ada)
4 1 Jumliah keberatan yang dlterlma _ |

Pada jumlah keberatan yang ~diterima dalam pelayanan pubhk di Kelurahan
dapatdue!askan sebagal benkut R :

-« . Hak Pemohon.informas.l Pemohon lnformaSI Pubhk berhak mengajukan

. keberatan jika menemukan alasan seperti penolakan informasi berdasarkan

~pengecualian, tidak disediakannya informasi- berkala, tidak ditanggapinya

-~ permintaan informasi, permintaan” informasi- tidak ditanggapi -sebagaimana

~mestinya, tidak dlpenuh;nya permlntaan ;nformaS| pengenaan biaya yang
3_-'t|dak Wajar atau penyampalan mformas; yang meleblhl waktu yang diatur.

e "-Mekamsme Penga;uan Keberatan Pemohon dapat mengajukan keberatan

- secara tertulis  kepada Atasan PPID (Pejabat - Pengelola Informasi dan

- 'Dokumentasi) paling" Jambat 30 hari ker;a setelah ditémukannya alasan

'._'keberatan Pengajuan keberatan dapat dl!akukan dengan ‘mengisi formulir
yang disedlakan atau membuat surat tertulls

e Proses Penanganan Keberatan Sete[ah keberatan dlajukan petugas PPID
" akan -~ memeriksa - kelengkapan berkas = dan . meregistrasi pengajuan
~keberatan. Atasan PPID akan me’nyampaikan"tanggapan -atas keberatan
tersebut - paling” lambat 30 -hari kerja sejak keberatan “diterima. Upaya

: musyawarah dapat dllakukan dalam menanggapl keberatan

-+ Tindak Lanjut Jika- Tldak Puas Jika pemohon tldak puas dengan keputusan

- Atasan PPID, “mereka -berhak - mengajukan ‘permohonian - penyelesaian

: ;sengketa informasi kepada Komisi lnformasa paling tambat 14 hari kerja sejak
'_;dltenmanya Keputusan : - :

':-Pada Tahun 2024 tldak ada pemohon Iayanan mformaS| publik yang
. keberatan informasi pubhk :

| 4.2 Tanggapan atas keberatan yang dlberlkan dan pelaksanaannya

~.Pada tanggapan atas keberatan yang d;benkan dan pelaksanaannya pada
kelurahan adalah sebagai berikut: -

Kewajlban Atasan PPID Atasan PPID (Pejabat Pengeiola Informasi dan
Dokumentasi) wajib ‘memberikan tanggapan secara tertulis kepada pemohon
- informasi publik yang mengajukan keberatan-atau kuasanya. Tanggapan ini
- harus disampalkan palzng lambat 30 han se}ak permohonan keberatan
diregister. 3 _ _
Ce o Isi Tanggapan Tertulis: 'Tanggapan tertulis dari Atasan PPID sétidaknya harus
© memuat tanggat pembuatan surat tanggapan nomor surat tanggapan, dan
©-Jraian mengena: bantahan atas alasan pengajuan keberatan.

R Penyampa;an ‘Tanggapan: “PPID ---melaluz 'Petugas Layanan Informasi

-~ menyampaikan atau mengirimkan keputusan Atasan PPID secara elektronik

- atau non -elektronik kepada Pemohon atau kuasanya paling lambat dalam
 waktu 1 hari sejak menerima tanggapan dati A’casan PPID. .

= - Upaya Hukum Seianjutnya ‘Pemohon yang tidak puas dengan keputusan
= ..Atasan PPID berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa

: LAPORAN PELAYANAN PUBL1K2024 T T e e 11
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mformaS| kepada Kom;sa InformaSI paflng Iambat 14 harl sejak diterimanya
= keputusan Atasan PPID =

"« Proses Penga]uan Keberatan: Pemohon menglsu formul;r keberatan Petugas

-+ ‘Data dan Informasi-PPID mencatat/meregistrasi dan mengecek kelengkapan

. _berkas ' keberatan. PPED menyampalkan pengajuan keberatan informasi
- kepada atasan PF’ID . : :

e Alasan Pengajuan Keberatan Aiasan' '._'pé'ngajuan keberatan meliputi
 ‘penolakan atas permohonan informasi, tidak disediakannya informasi berkala,
. tidak -ditanggapinya permintaan - informasi, permintaan informasi ditanggapi
- tidak Sebagaimaha 'vang :diminta, tidak dipenuhinya .permintaan informasi,
“pengenaan biaya yang tfdak wajar dan penyampalan 1nformasz yang melebihj

" waktu yang diatur. . -

| Z_Pada Tahun 2024 t|dak ada pemohon Iayanan lnformas; pubilk yang
-'mengajukan keberatan mformasu pubhk

4 3 Jumlah permohonan penyelesalan sengketa ke KomISI InformaS| yang
berwenang : S S : :

} Mekanlsme penyelesalan sengketa |nformaS| pubhk di tlngkat kelurahan
. ‘adalah sebagai berikut - : S :

1. Pengajuan Sengketa ke Komlsz Informas: Jlka pemohon informasi tidak puas

- -dengan keputusan penolakan keberatan dari Atasan PPID, pemohon dapat

" mengajukan ~sengketa kepada Komisi Informasil. Pengajuan ini harus

- dilakukan pal;ng Iambat 14 hari keija sejak menenma keputusan penolakan
“keberatan]. : T .

2. Mediasi  oleh | K6m|S| Informa3| Kom'lél Informasi akan -mengupayakan
‘penyelesaian sengketa melalui mediasi daEam waktu 100 hari kerja sejak
'_-menenma permohonan sengketa e :

3 A;udlkaSI oleh’ KO!"I’]IS! InformaS| Jlka medlaS| tidak berhasd mencapai
- penyelesaian;, atau-ada ‘pihak -yang menarik " diri,  Komisi Informasi akan
i melakukan penyelesalan melalw ajudlkasa

" 4. Putusan AjudlkaSI Apablla semua p[hak menenma putusan ajudikasi Komisi
.'[nformaS| -sengketa d;anggap selesai.

. 5. _Gugatan ke Pengadltan Jika ada plhak yang. tldak puas dengan putusan
ajudikasi, ‘mereka -dapat mengajukan gugatan _melalul pengadilan paling
lambat 14 hari kerja sejak putusan ajudikasi diterima.

_ Dalam proses ﬁenyelesaiah éengketa, _Kom'iéi Informasi ber’Wenang mengatur

~hukum acaranya: sendiri, danputusannya setara dengan putusan pengadilan

tingkat pertama.-'KOmisi Informasi berperan dalam menyelesaikan masalah teknis
~terkait hak akses dan layanan informasi pemerintah.
“Pada Tahun 2024 tidak ada pemohon layanan ‘informasi publik yang
‘mengajukan Dalam proses penyelesalan sengketa Ke Komisi Informasi.
| 4.4 Hasil mediasi dan/atau Keputusan a]udlkaS| Kom|5| Informasi yang
berwenang dan -pelaksanaannya oleh Badan Publik

S ~Pada“ hasﬂ medlaSI danlatau keputusan ajud1k331 Kon‘nsu Informasi yang
__berwenang dan pelaksanaannya oleh keiurahan adalah sebagal benkut
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. MedlaSl sebagal Upaya Penyelesalan Sengketa Mediasi merupakan salah

~ satu-cara penyelesalan sengketa informasi pubhk yang dilakukan oleh Komisi

ilnformaSI Dalam proses mediasi, Komisi Informasi membantu para pihak

- yang bersengketa {pemohon mform’asi"dan ‘badan publik) untuk mencapai

- "kesepakatan. Jika - mediasi berhasil mencapaz kesepakatan, kesepakatan

- tersebut akan" dltuangkan dalam  putusan - mediasi - oleh Komisi
- “Informasi. Putusan mediasi ini bersifat f‘nal dan mengikat bagi para pihak.

e '_AjudlkaSI .sebagai Alternatif Jika _MedlaSI -_Gagal._-_Jlka mediasi tidak berhasil
' .mencapai";kesle'pékatan', “atau salah -satu pihak menarik diri dari proses
-~ ‘mediasi, . Komisi Informasi akan “menyelesaikan - sengketa melalui

ajudikasi. Ajud[kaSI ‘adalah proses pengamblfan keputusan oleh Komisi
“Informasi setelah melalui- serangkalan persidangan dan pemeriksaan bukti-

- bukti dari para p:hak Putusan ajudikasi Komisi: Informasi memiliki kekuatan

B hukum yang sama dengan putusan pengadllan tingkat pertama.

. Pelaksanaan Putusan Komisi EnformaS| Setelah Komisi  Informasi
- ‘mengeluarkan putusan (baik hasil mediasi maupun ajudlkaSl) para pihak yang
“bersengketa™ waj|b melaksanakannya Dalam - konteks - ‘kelurahan, jika
‘kelurahan menjadi pihak yang kalah dalam sengketa informasi, . kelurahan
'_wajlb melaksanakan putusan- Kom|3| Informas& mlsainya dengan memberikan
: lnformasz yang sebe]umnya ditolak :

- KonsekuenSI Hukum: Putusan Kom|31 1nformaS| Wajib dilaksanakan oleh
- badan publik. Jika badan  publik tidak  melaksanakan - putusan tersebut,
L 'pemohon lnformaS| dapat mengajukan gugatan ke pengadilan

._ . Pada Tahun 2024 ‘tidak ada pemohon Iayanan |nformaS| publik  yang
' mengajukan Hasﬂ Med:asr ke Komisi !nformasz baik.

o _ 4 5 Jumlah gugatan yang dlajukan ke pengadllan

Karena keiurahan tidak termasuk ke dalam Iembaga 'perad'lla'n maka gugatan
- :Pengadzlan Negerl Masyarakat dapat mengajukan ‘gugatan ke Pengadilan Negeri
- ‘melalui petugas Meja Pertama dengan’ menyerahkan surat gugatan. Untuk tergugat
___!eb:h dari satu, ;umlah surat gugatan d[sesualkan dengan jumiah tergugat

Pada Tahun 2024 tldak ada pemohon iayanan mformas; publik ‘yang mengajukan
~~gugatan putusan pengadilan. :

. 4.6 Hasil putusan pengadllan dan pelaksanaan oleh Badan Publik

_ Karena kelurahan tidak termasuk ke dalam Iembaga peradilan, gugatan terkait
~layanan publik Kkelurahan - tidak = diajukan ke “pengadilan. Gugatan diajukan ke

‘Pengadilan Negeri melalui- petugas Meja Pertama dengan menyerahkan surat
- gugatan. Untuk tergugat lebih dari satu, jumiah surat gugatan disesuaikan dengan

- jumlah tergugat.Ombudsman Rl sering menerima laporan terkait masalah yang

~ berhubungan dengan badan peradilani. Jika yang dilaporkan adalah keberatan atas
putusan  Hakim, maka ‘Ombudsman  tidak ~berwenang mencampuri hal
- tersebut. Namun terkait permasalahan tidak dilaksanakannya putusan pengadilan,

.~ Ombudsman RI menyelesaikan cukup banyak laporan. Hal ini memberi gambaran,

-~ bahwa perlu upaya terus menerus dalam mewujudkan good governance, karena
" hingga saat ini,. pelaksanaan putusan pengadllan tetap perlu upaya penyelesaian
oleh Ombudsman RI . .
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Pada Tahun 2024 tldak ada pemohon Iayanan mformas; publik yang

'_"mengajukan putusan pengadllan

e -.5 Kendala eksternal dan mternai dalam pelaksanaan Layanan Informas: Publik;

'- -5 1 Kendala eksternai

. KurangnyaPemahamazh -.Maéyarakat: Mésyarakat belum sepenuhnya paham

“mengenai - - Undang-Undang - Keterbukaan - Informasi - Publik. Masyarakat

. mungkin belum memahami terkait pelayanan PPID. Publik atau masyarakat

“belum paham dan mengerti maupun menyadari ‘keberadaan PPID sebagai

- -sarana - dalam - -memperaleh 'info"rmasi dan- dokumentasi publik. Belum
- pahamnya pemohon tentang ‘tatacara - permohonan - informasi publik

- sebagaimana - yang telah " diatur “dalam -undang = -undang, Peraturan

- Pemerintah - maupun “Peraturan - Daerah mengenal tatacara permohonan

_:nformaS| publik. -

Teknis: Permasalahan ]armgan [nternet yang terkadang muncul sehingga

_ menghambat admin dalam mengupdate websne PPID.

S0P Pemahaman Kelurahan belum sepenuhnya memahaml tentang SOP
" pelayanan informasi, pelaksana pelayanan maupun sarana prasarana yang
“harus disediakan terutama kelengkapan adm;nlstraSI sepertl reglster formulir
: .permohonan dII e :

. 5 2 Kendala mterna!

: Mzntmnya Informasc Pengumpulan bahan lnformaS| publik darz masing-masing
-Seksi dan” Subbagian terhambat karena minimnya informasi yang dikuasai,
" _sehingga belum semua lnformasr tersaji dengan Eengkap

Keterbatasan - SDM dan Sarana Prasarana Terbatasnya jumlah SDM serta

‘sarana dan prasarana menjadl kendala ‘dalam pengelo!aan PPID di tingkat
kelurahan. R

' .Supply Data Penyedlaan 1nformaS| lnternai sangat tergantung pada pasokan

data dari masmg masmg satuan kerja.

SDM - CapaCIty Man;mnya kapasitas SDM baik dan segi kuantltas maupun

- - kualitas, menghambat pencapaian program PPID.

' Tenaga Petugas: Ku'rangnya"tehagé petugas pelayanan informasi publik.
'E-Government Implementation: Peneérapan sistem E-Government yang belum
-~ maksimal. menyebabkan pelayanan informasi pubilk menjadi kurang optimal

6. Rekomendasi dan rericana tindak Eanjut untuk Memngkatkan Kualitas
~Layanan Informasi Publik

.61 Rekomendasi

Menyediakan informasi publik yang lengkap, akurat, mudah diakses, dan

_dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan.

.._Menmgkatkan kualitas dan kuantltas mformas& yang dikuasai dan mampu
_ 'menyajlkan lnforma3| tersebut secara relevan kepada masyarakat
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« Mengembangkan platform daring untuk mempermudah akses informasi,
meningkatkan transparansi, dan mendorong partisipasi publik.

e Melalui Media Sosial kelurahan yang terdiri atas profil pemerintahan
kalurahan, dokumen rencana pembangunan jangka menengah kalurahan,
dokumen rencana kerja kelurahan, laporan kinerja kelurahan, laporan
penyelenggaraan kelurahan, dan daftar peraturan kalurahan

6.2 Rencana tindak lanjut

« Membangun dan mengembangkan sistem penyimpanan pendokumentasian
penyediaan dan pelayanan informasi publik dengan cara-cara cepat yang
lebih ringkas serta punya inovasi tinggi

e Meningkatkan inovasi dan kolaborasi layanan publik

e Memenuhi dan menguatkan komponen-komponen dalam pelayanan informasi
publik, seperti standar pelayanan, prosedur operasional standar, dan
komponen lainnya
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